POLITIK BAHASA INDONESIA

2.1Pendahuluan

Mengapa bahasa Indonesia harus dipelajari di semua jurusan atau program studi di
seluruh fakultas di perguruan tinggi, padahal bahasa Indonesia sudah dipelajari sejak
di sekolah dasar bahkan di taman kanak-kanak? Alasannya, tidak lain karena Undang-
Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Pasal 37 Ayat 2
mewajibkan perguruan tinggi menyelanggarakan mata kuliah bahasa Indonesia.
Landasan pemikiran undang-undang tersebut, pertama adalah satu dari tiga butir
Sumpah Pemuda 1928 menyatakan ‘“kami poetra dan poetri Indonesia
mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia;, kedua adalah Undang-
Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36 yang menyatakan bahasa negara adalah bahasa
Indonesia. Hal itu dapat diartikan bahwa bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan
penting, yakni sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara.

Selain adanya kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa
negara yang menyebabkan bahasa Indonesia secara formal harus dipelajari, ada hal
lain yang sama petingnya, yaitu (i) mahasiswa sebagai insan akademis harus mampu
dan memiliki rasa bangga, tanggung jawab yang tinggi dalam menggunakan bahasa
Indonesia yang baik dan benar secara kontekstual dan (ii) mahasiswa harus mampu
menuangkan ide, gagasan, dan pikirannya secara lisan dan tertulis dengan
menggunakan unsur-unsur kebahasaan dan aturan yang benar. Kedua kemampuan
tersebut merupakan indikator yang menunjukkan adanya sikap positif mahasiswa
terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara.

Dalam bab ini, disajikan pembahasan tentang (i) bahasa Indonesia sebagai bahasa
nasional; (ii) bahasa Indonesia sebagai bahasa negara; (iii) variasi pemakaian bahasa;
(iv) perkembangan bahasa; dan (v) sikap dan kesadaran berbahasa. Setelah mengikuti
penyajian pokok bahasan tersebut, mahasiswa diharapkan dapat,
1.) memiliki pengetahuan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dengan
tepat
2.) memiliki rasa bangga dan tanggung jawab yang tinggi terhadap penggunaan
bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai konteks;
3.) mampu menuangkan ide, gagasan, dan pikirannya secara lisan dan tertulis
dengan menggunakan unsur-unsur kebahasaan dan aturan yang benar dengan
terampil, telit dan cermat.
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2.2Penyajian

2.2.1 Sejarah Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda
dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan Pemuda dan berikrar
(1) bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, (2) berbangsa yang satu, bangsa
Indonesia, dan (3) menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. lkrar para
pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah
Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa
persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan
kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya
sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-
Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Bahasa negara ialah
bahasa Indonesia (Bab XV, Pasal 36).

Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, antara lain,
menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia
tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah
dipergunakan sebagai bahasa perhubungan (lingua franca) bukan hanya di
Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara.

Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang
menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit berangka
tahun 683 M (Palembang), Talang Tuwo berangka tahun 684 M (Palembang), Kota
Kapur berangka tahun 686 M (Bangka Barat), dan Karang Brahi berangka tahun 688
M (Jambi). Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu Kuna. Bahasa
Melayu Kuna itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya karena di Jawa Tengah
(Gandasuli) juga ditemukan prasasti berangka tahun 832 M dan di Bogor ditemukan
prasasti berangka tahun 942 M yang juga menggunakan bahasa Melayu Kuna. Pada
zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa
buku pelajaran agama Budha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa
perhubungan antarsuku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai
bahasa antarsuku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap
para pedagang yang datang dari luar Nusantara.

Informasi dari seorang ahli sejarah Cina, I-Tsing, yang belajar agama Budha di
Sriwijaya, antara lain, menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama
Koen-louen (I-Tsing:63,159), Kou-luen (I-Tsing:183), K'ouen-louen (Ferrand, 1919),
Kw'enlun (Alisjahbana, 1971:1089). Kun'lun (Parnikel, 1977:91), K'un-lun (Prentice,
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1078:19), yang berdampingan dengan Sanskerta. Yang dimaksud Koen-luen adalah
bahasa perhubungan (lingua franca) di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu.

Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari
peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis, seperti tulisan pada batu
nisan di Minye Tujoh, Aceh, berangka tahun 1380 M, maupun hasil susastra (abad ke-
16 dan ke-17), seperti Syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu,
Tajussalatin, dan Bustanussalatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara
bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu
mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antarpulau,
antarsuku, antarpedagang, antarbangsa, dan antarkerajaan karena bahasa Melayu
tidak mengenal tingkat tutur.

Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang
dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di
wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah.
Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa
Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun
dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek.

Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong
tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi
antarperkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para
pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar
mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa
persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia (Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928).
Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan
pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persuratkabaran, dan majalah sangat
besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik
Indonesia, 17 Agustus 1945, telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa
Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai
oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.

2.2.2 Peran Penting Sumpah Pemuda

Tanggal 28 Oktober 2019 diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda yang ke-91. Ada
makna yang mendalam bagi sejarah bangsa ini dalam isi Sumpah Pemuda yang
dicetuskan pada 28 Oktober 1928 itu, yakni ikrar bertanah air satu, berbangsa satu,
berbahasa satu: Indonesia. Sumpah Pemuda tercetus dalam Kongres Pemuda II
tanggal 28 Oktober 1928. Namun dua tahun sebelumnya, seperti diungkap Sudiyo
lewat buku Perhimpunan Indonesia sampai dengan Lahirnya Sumpah Pemuda (1989),
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telah dilakukan Kongres Pemuda I mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di
Batavia (Jakarta).

Kongres Pemuda I atau Kerapatan Besar Pemuda dihadiri oleh perwakilan dari
perhimpunan pemuda/pemudi termasuk Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong
Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, Studerenden Minahasaers, Jong Bataks
Bond, Pemuda Kaum Theosofi, dan masih banyak lagi. Tujuan Kongres Pemuda [,
seperti dikutip dari buku Peranan Gedung Kramat Raya 106 dalam Melahirkan
Sumpah Pemuda (1996) karya Mardanas Safwan, antara lain mencari jalan membina
perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu dengan membentuk sebuah badan sentral
dengan maksud: Pertama, untuk memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia,
serta yang kedua adalah demi menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan
pemuda kebangsaan di tanah air. Namun, Kongres Pemuda I diakhiri tanpa hasil yang
memuaskan bagi semua pihak lantaran masih adanya perbedaan pandangan. Setelah
itu, digelar lagi beberapa pertemuan demi menemukan kesatuan pemikiran. Maka,
disepakati bahwa Kongres Pemuda II akan segera dilaksanakan.

Lahirnya Sumpah Pemuda Kongres Pemuda II dilangsungkan selama dua hari pada
27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia. Hari pertama, kongres menempati Gedung
Katholikee Jongelingen Bond atau Gedung Pemuda Katolik, sedangkan kongres di
hari kedua diadakan di Gedung Oost Java (sekarang di Jalan Medan Merdeka Utara,
Jakarta Pusat). Tujuan Kongres Pemuda II antara lain: (1) Melahirkan cita cita semua
perkumpulan pemuda pemuda Indonesia, (2) Membicarakan beberapa masalah
pergerakan pemuda Indonesia; serta (3) Memperkuat kesadaran kebangsaan dan
memperteguh persatuan Indonesia. Kongres ini diikuti oleh lebih banyak peserta dari
kongres pertama, termasuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), Jong Java,
Jong Sumatranen Bond, Jong Bataks Bond, Jong Islamieten Bond, Pemuda Indonesia,
Jong Celebes, Jong Ambon, Katholikee Jongelingen Bond, Pemuda Kaum Betawi,
Sekar Rukun dan lainnya. Hadir pula beberapa orang perwakilan dari pemuda
peranakan kaum Tionghoa di Indonesia dalam Kongres Pemuda II ini, seperti Oey Kay
Siang, John Lauw Tjoan Hok, dan Tjio Djien Kwie, namun asal organisasi/perhimpunan
mereka belum diketahui.

Gedung yang nantinya menjadi tempat dibacakannya Sumpah Pemuda merupakan
rumah pondokan atau asrama pelajar/mahasiswa milik seorang keturunan Tionghoa
bernama Sie Kok Liong. Gedung yang terletak di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta
Pusat, ini kini diabadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Adapun susunan panitia
Kongres Pemuda II, seperti yang dituliskan Ahmad Syafii Maarif melalui buku Islam
dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan (2009) adalah sebagai berikut:

Ketua: Sugondo Djojopuspito (PPPI)
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Wakil Ketua: R.M. Joko Marsaid (Jong Java)

Sekretaris: Muhammad Yamin (Jong Sumatranen Bond)
Bendahara: Amir Sjarifudin (Jong Bataks Bond)

Pembantu I: Johan Mohammad Cai (Jong Islamieten Bond)
Pembantu II: R. Katjasoengkana (Pemuda Indonesia)

Pembantu III: R.C.I. Sendoek (Jong Celebes)

Pembantu IV: Johannes Leimena (Jong Ambon)

Pembantu V: Mohammad Rochjani Su'ud (Pemuda Kaum Betawi)

Hadir pula Wage Rudolf Supratman yang memainkan lagu Indonesia Raya di Kongres
Pemuda II dengan alunan biolanya. Lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan untuk
pertamakalinya dalam kongres ini oleh Dolly Salim yang tidak lain adalah putri dari
Haji Agus Salim.

Setelah melalui prosesi panjang selama 2 hari, maka pada 28 Oktober 1928, para
peserta Kongres Pemuda II bersepakat merumuskan tiga janji yang kemudian disebut
sebagai Sumpah Pemuda. Adapun isi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut:
Pertama Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah
air Indonesia. Kedua Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu,
bangsa Indonesia. Ketiga Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa
persatuan, bahasa Indonesia.

Menurut Azyumardi Azra, seperti dikutip oleh Asvi Warman Adam dalam buku
Menguak Misteri Sejarah (2010), Kongres Pemuda I yang menghasilkan Sumpah
Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam mengawali
kesadaran kebangsaan. Sementara dalam buku Literasi Politik (2019) yang ditulis Gun
Gun Heryanto dan kawan-kawan diungkapkan bahwa ikrar sebagai satu nusa, satu
bangsa, dan satu bahasa merupakan ikrar yang sangat monumental bagi perjalanan
sejarah bangsa Indonesia. Ikrar ini atau Sumpah Pemuda yang dibacakan di arena
Kongres Pemuda II dan dihadiri oleh kaum muda lintas suku, agama, dan daerah,
nantinya, 17 tahun kemudian, melahirkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pada
17 Agustus 1945. Hal penting lain atas terjadinya Sumpah Pemuda adalah sebagai
titik balik kesadaran berbangsa dan bernegara, ketika seluruh rakyat mengakui satu
bahasa Indonesia di tengah banyaknya bahasa derah di negeri ini.

2.2.3 Kebijakan Politik Bahasa Indonesia

Politik bahasa di Indonesia berkaitan dengan kondisi kebahasaan di Indonesia. Jika
dibandingkan dengan kondisi kebahasaan negara lain, kondisi kebahasaan di
Indonesia memperlihatkan ciri yang sangat kompleks. Mengapa? Masalah bahasa
sangat berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
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Pengaturan masalah kebahasaan yang kompleks itu perlu didasarkan pada politik
yang mantap. Ada beberapa kebijakan politik yang tercatat dikenal sebagai upaya
menjaga eksistensi bahasa Indonesia diantaranya.

1. Sumpah Pemuda

Butir ketiga Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, yang menempatkan bahasa
Indonesia sebagai bahasa persatuan yang harus dijunjung dan dihormati oleh seluruh
warga Indonesia, secara jelas merupakan pernyataan politik yang sangat mendasar
dan strategis dalam bidang kebahasaan. Pasal 36 UUD 1945 berikut penjelasannya,
yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, merupakan landasan
konstitusional yang kokoh dan sekaligus sebagai pernyataan kehendak politik yang
kuat dalam bidang kebahasaan.

2. Kongres Bahasal

Usai digelarnya Sumpah Pemuda, para pemerhati bahasa kembali berkumpul 10
tahun kemudian pada 25 - 27 Juni 1938 dalam gelaran Kongres Bahasa I. Dengan
terselenggaranya forum yang mampu mengatur dasar penggunaan bahasa atas
kesepakatan bersama, diharapkan bahasa Indonesia dapat dipakai pula sebagai
bahasa resmi dalam setiap pertemuan Volksraad (Dewan Rakyat) dan menjadi mata
pelajaran wajib di sekolah-sekolah bumiputra.

Menurut Kridalaksana, KBI Pertama berhasil mencapai hasil yang dicita-citakan
tersebut. Seusai kongres, fraksi nasional dalam Volksraad yang dipimpin M. Husni
Thamrin memutuskan untuk memakai bahasa Indonesia dalam setiap rapat.

Selain dampak politis, kongres juga mengharapkan dampak progresif di bidang
pendidikan. Menurut putusan kongres yang dirangkum Badan Bahasa, satu dari
sembilan butir putusan kongres menunjukkan perhatian yang besar terhadap rencana
pembangunan Institut Bahasa Indonesia dan Perguruan Tinggi Kesusastraan.

Menurut hasilnya, kongres yang diselenggarakan selama tiga hari, mulai dari 25
sampai 27 Juni, menunjukkan betapa kuat upaya pembakuan bahasa Indonesia.
Selain pembentukan institusi, putusan-putusan kongres meliputi perbaikan bahasa
dalam surat kabar, susunan tata bahasa baru, dan perubahan ejaan yang asalnya dari
bahasa Melayu Riau.

3. Proklamasi Kemerdekaan RI

Diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945
memberikan kepastian hukum akan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa
resmi. Pada tanggal 17 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
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Indonesia (BPUPKI) menyelesaikan sidangnya dan menerima Rancangan Undang-
Undang Dasar. Pada titik inilah untuk pertama kalinya bangsa Indonesia memiliki
dasar negara dan rancangan hukum dasar tertulis.

Selang satu bulan setelahnya, badan lain yang bernama Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI. Adapun
tugas utama PPKI ialah membahas kembali dan mengesahkan rancangan UU Dasar
dari BPUPKL

PPKI merupakan badan yang dibentuk Jepang untuk menjawab janji kemerdekaan
Indonesia. Badan ini dirancang oleh Komando Militer Tertinggi Jepang dalam sebuah
pertemuan rahasia di Saigon, Vietnam Selatan, pada 7 Agustus 1945. Alasannya,
Jepang ingin agar persiapan pembentukan pemerintahan Indonesia merdeka dapat
dipercepat.

Rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bertempat di Gedung Pancasila. Sebelum
disahkan, para anggota PPKI didesak untuk membahas kembali kalimat yang
termaktub dalam Pasal 6 Ayat 1 tentang calon Presiden dan Wakil Presiden beragama
Islam. Dilanjutkan dengan revisi Pasal 29 Ayat 1 tentang agama yang sebelumnya
berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari‘at Islam bagi pemeluk-
pemeluknya.”

Untuk mengatasi persilangan keyakinan yang ada, Hatta berusaha membujuk salah
seorang anggota PPKI sekaligus pemimpin Muhammadiyah Jawa, Ki Bagus
Hadikusumo supaya tidak berkeberatan jika kalimat-kalimat yang meruncing ke arah
Islam dihilangkan. Bujukan Hatta nyatanya berbuah hasil. Dalam memoarnya, Hatta
menuliskan bahwa dua orang pemimpin Islam yang hadir dalam sidang PPKI saat itu
benar-benar memikirkan masa depan dan persatuan bangsa.

Berdasarkan catatan St. Sularno dan D. Rini Yunarti, pembahasan UU Dasar dalam
sidang PPKI dapat dirampungkan tidak lebih dari dua jam. Tepat pada pukul 13.50,
peserta sidang berhasil mencapai mufakat dilanjutkan dengan pengesahan
Rancangan dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
dengan Pancasila sebagai dasar negara.

4. Undang-Undang 24 Tahun 2009

Sejak 9 Juli 2009 keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang "Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, serta Lagu Kebangsaan”. Undang-undang ini, bertujuan memperkuat
persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, menjaga kehormatan dan menunjukkan
kedaulatan bangsa dan negara, serta menciptakan ketertiban, kepastian, dan
standardisasi penggunaan bahasa.
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Bahasa Indonesia dalam undang-undang ini disebut berfungsi sebagai jati diri bangsa
dan kebanggaan nasional; juga dikukuhkan sebagai bahasa resmi NKRL Dengan
demikian, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi para pejabat negara,
wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional, wajib digunakan
dalam pelayanan administrasi, wajib digunakan dalam komunikasi resmi di
lingkungan kerja pemerintah dan swasta, dan wajib digunakan dalam informasi
tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang
beredar di Indonesia.

5. Perpres No. 63 Tahun 2019

Pada 30 September 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani
Peraturan Presiden (Perpres) No.63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa
Indonesia. Perpres ini diteken sebagai pertimbangan bahwa Perpres No.16 Tahun
2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau
Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya, belum mengatur penggunaaan Bahasa
Indonesia yang lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang
No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu
Kebangsaan.

Menurut Perpres ini, penggunaan Bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria Bahasa
Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang meliputi
kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah, sebagaimana
diatur dengan Peraturan Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidkan, -red).

Bahasa Indonesia, menurut Perpres ini, wajib digunakan dalam peraturan perundang-
undangan, mencakup: a. pembentukan kata; b. penyusunan kalimat; c. teknik
penulisan; dan d. pengejaan. Perpres ini juga menyebutkan, Bahasa Indonesia wajib
digunakan dalam dokumen resmi negara, paling sedikit meliputi surat keputusan,
surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat
perjanjian, dan putusan pengadilan.

2.2.4 Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional

Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki tiga fungsi:
(1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat perhubungan
antarwarga, antardaerah, dan antarbudaya, dan (4) alat yang memungkinkan
penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial dan bahasanya masing-
masing.
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Fungsi pertama mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa
kebanggaan. Berdasarkan kebanggaan inilah, bahasa Indonesia harus dipelihara dan
dibanggakan. Rasa bangga memakai bahasa Indonesia dalam berbagai bidang harus
selalu dibina dan ditingkatkan.

Fungsi kedua mengindikasikan bahwa bahasa Indonesia, sebagaimana hanya lambang
lain, yaitu Bendera Merah Putih dan Burung Garuda. Maka harus diakui menjadi bagian
yang tidak dapat dipisahkan dengan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa
Indonesia dapat menunjukkan atau menghadirkan identitasnya hanya apabila
masyarakat bahasa Indonesia membina dan mengembangkannya sesuai dengan
keahlian dalam bidang masing-masing.

Fungsi ketiga memberikan kewenangan untuk berkomunikasi dengan siapapun
memakai bahasa Indonesia apabila komunikator dan komunikan mengerti. Melalui
fungsi ketiga ini, diharapkan dapat memahami berbagai budaya yang ada di daerah-
daerah lain.

Fungsi keempat mengajak untuk bersyukur kepada Tuhan karena telah memiliki
bahasa nasional yang berasal dari salah bahasa yang ada di Nusantara (bahasa Melayu)
sehingga dapat bersatu dalam kebesaran Indonesia.

2.2.5 Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara

Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara memiliki empat fungsi
yang saling mengisi dengan ketiga fungsi bahasa nasional. Keempat fungsi bahasa
negara tersebut adalah sebgai berikut: (1) bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi
kenegaraan, (2) bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar
di dalam dunia kependidikan, (3) bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan pada
tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan
(4) bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan
teknologi.

2.2.6 Variasi Pemakaian Bahasa

Variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa disebut ragam bahasa. Ragam
bahasa dapat dibedakan berdasarkan media pengantarnya dan berdasarkan situasi
pemakaiannya. Berdasarkan media pengantar, ragam bahasa dapat dibedakan lagi atas
dua macam, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Berdasarkan situasi pemakaiannya,
ragam bahasa dapat dibagi lagi atas tiga macam, yaitu ragam formal, ragam
semiformal, dan ragam nonformal.

Dalam praktik pemakaian, para penutur bahasa tentulah dapat merasakan perbedaan

antara ragam lisan dan ragam tulis. Perbedaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut.
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1) Ragam lisan menghendaki adanya lawan bicara, sedangkan ragam tulis tidak
selalu memerlukan lawan bicara yang siap membaca apa yang dituliskan oleh
seseorang.

2) Unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan
keterangan di dalam ragam lisan tidak selalu dinyatakan dengan kata-kata.
Unsur-unsur itu sering dinyatakan dengan bantuan intonasi suara, gerak tubuh,
dan mimik muka. Di dalam ragam tulis, fungsi-fungsi gramatikal harus dinyatakan
secara eksplisit agar orang yang membaca suatu tulisan, misalnya dalam surat
kabar, majalah, atau buku dapat memahami maksud penulisnya.

3) Ragam lisan terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu, sedangkan ragam tulis
tidak terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu.

Perbedaan di atas tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa ragam lisan lebih
unggul daripada ragam tulis atau sebaliknya, tetapi hanya mengingatkan bahwa ada
perbedaan mendasar di antara ragam lisan dan ragam tulis. Kedua ragam tersebut
tersebut sebaiknya dikuasi secara berimbang oleh mereka yang ingin memanfaatkan
bahasa sebagai alat komunikasi secara maksimal.

2.2.7 Perkembangan Bahasa

Bahasa Indonesia lahir pada akhir tahun 1928, yaitu melalui Sumpah Pemuda. Namun,
pengembangannya begitu pesat. Hingga tahun 1988—berarti enam puluh tahun—
bahasa Indonesia sudah memiliki lebih dari 60.000 kata.

Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap kosakata dari berbagai bahasa,
baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Banyak kosa kata bahasa daerah terutama
Jawa dan Sunda masuk ke dalam bahasa Indonesia. Demikian pula bahasa asing banyak
yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, pada awalnya adalah bahasa Arab, lalu
bahasa Belanda, dan kini bahasa Inggris.

Perkembangan bahasa Indonesia tidak hanya terbatas pada ragam resmi tetapi juga
pada ragam tidak resmi. Bahkan, perkembangan ragam tidak resmi lebih pesat. Namun
juga lebih cepat menghilang. Oleh karena itu, bidang makna pun mengalami
perkembangan, ada lima penyebab perkembangan makna, yakni

(i) Peristiwa Kebahasaan
Sebab kata, misalnya tangan memiliki makna berbeda karena konteks
kalimat berbeda.
Contoh: Eka pulang dengan tangan hampa.
Sugeng memiliki banyak tangan kanan.
Tangan Linda sakit karena jatuh.
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(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Perubahan Waktu

Kata Makna Dahulu Makna Sekarang
Bapak Orang tua laki-laki, | Sebutan terhadap semua
ayah orang laki-laki  yang
umurnya lebih tua atau
kedudukannya lebih
tinggi
Canggih Moderen, pintar

Saudara | Orang yang lahir dari
ibu dan bapak yang
sama

Perbedaan Bahasa Daerah

Contoh perbedaan bahasa daerah dapat ditemukan pada kata atos dalam
bahasa Sunda berarti “sudah”, sedangkan dalam bahasa Jawa berarti
“"keras”, kata bujur dalam bahasa Sunda berarti “pantat”, sedangkan dalam
bahasa Batak berarti “terima kasih”, dan dalam bahasa Banjar berarti “betul”.

Perbedaan Bidang Khusus

Contoh perbedaan bidang khusus dapat ditemukan dalam bidang
kedokteran kata koma berarti “sekarat” sedangkan dalam bidang bahasa
berarti “salah satu tanda baca untuk jeda”. Kata operasi dalam bidang
kedokteran berarti “bedah”, dalam bidang kemiliteran berarti “tindakan”,
dan dalam bidang pendidikan berarti “pelaksanaan rencana proses belajar
mengajar yang telah dikembangkan secara rinci”.

Perubahan Konotasi

Kata penyesuaian berarti “penyamaan”, tetapi agar orang lain tidak terkejut
atau marah, kata itu dipakai untuk makna “penaikan”. Misalnya, penaikan
harga menjadi penyesuaian harga.

Latihan dan Tugas (2)

Petunjuk: Tulislah jawaban pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan jelas!

1. Mengapa di perguruan tinggi ada mata kuliah bahasa Indonesia?
2. Uraikan empat fungsi bahasa dalam kedudukannya sebagai bahasa negara dan
bahasa nasional.
3. Bedakan pemakaian bahasa Indonesia ragam formal dan ragam nonformal.
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4. Mengapa dalam bahasa Indonesia terjadi variasi pemakaian bahasa?

5. Bagaimana pendapat Anda tentang bahasa Indonesia yang harus dijunjung
seperti tercantum dalam Sumpah Pemuda.

6. Bagaimana sikap Anda terhadap penggunaan istilah atau kata asing yang sangat
marak sekarang ini?

20 | MKWU Bahasa Indonesia



